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NOMOR &= TAHUN 2018
TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALIL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19
ayat (2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin;
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o
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Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Repuhblik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Momor 13 Tabun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42},
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemeriniahan Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 2587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

&, Peraturan ...
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Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik
di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Paralegal adalah pembantu pengacara vang berpraktik dan melayvani
klien dalam masalah hukum.

Perkara adalah masalah hukum vang perlu diselesaikan.
Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum vang dilakukan
melalui jalur pengadilan untuk menyvelesaikannya,

Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan
di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Dana Bantuan Hukum adalah biayva vang disediakan tiap tahun oleh
Pemmerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat
miskin.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan  urusan
pemerintahan vang menjadi Kewenangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yvang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diletapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

morAnoe

keadilan;

persamaan kedudukan di dalam hukum;
perlindungan terhadap hak asasi manusia;
keterbukaan;

efisiensi;

efektifitas: dan

akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi

masyarakat miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi
permasalahan hukum;

mewujudkan hak Kkonstitusional setiap masyarakat miskin sesuai
prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

mewujudkan perlindungan rasa aman bagi masyarakat miskin yang
lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hulkum; dan

menjamin  bahwa  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dapat
dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB I .....
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BAB II1
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada
Penerima Bantuan Hukum vang menghadapi permasalahan hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela,
dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum
Penerima Bantuan Hukum.

Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
masalah Hukum Keperdataan, masalah Hukum Pidana, dan masalah
Hukum Tata Usaha Negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian
permasalahan hukum yvang dihadapi Penerima Bantuan Hukum,
Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
diselenggarakan oleh Bupall dan dilaksanakan oleh Pembern Bantuan
Hukum yang memenuhi syarat:

berbadan hukum;

terakreditasi;

memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
memiliki pengurus; dan

memiliki program Bantuan Hukum.

to0 o

Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada avat (1] dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah vang membidang
hukum.

Pasal &

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama
dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) cilakukan dengan cara:
g, pendampingan danfatau menjelankan kuasa vang dimulal dari
tingkat penyidikan dan penuntutan sampai  dengan perkara
mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. pendampingan dan/fatau menjalankan kuasa dalam proses
pemeriksaan di persidangan; atau

¢, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terbhadap Penerima
Bantuan Hukum di Pengadilan.

{2) Pemberian .....
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Pemberian Bantuan Hukurm secara Non Litigasi meliputi kegiatan:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;

¢. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektromk;
d. penelitian hukum; dan

e. mediasi.

Standar Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dan ayat (2] dilaksanakan sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

BAaB V
PEMBERI BANTUAN HURKUM

Pasal 8
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokal

yang berstatus scbagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau
Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum,

Dalam hal jumlah Advokat vang terhimpun dalam wadah Pemberi
Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah
Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merckrut
Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, dan
Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada avat (2]
harus melampirkan bukt  tertulis pendampingan dari  Advokat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litgasi dapat dilakukan aoleh
Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam
lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan
akreditasi.

Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum scbagaimana
dimaksud pada avat (2), avat (3] dan ayat [4) harus memenuhi
persyaratan vang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang
undangan di bidang Bantuan Hukum,

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu
Halk

Pasal ©

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

.

b.

C.

melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan
Mahasiswa Fakultas Hukum;

melakukan pelavanan Bantuan Hukum;

menyelenggarakan penyuluhan  hukum, konsultasi hukum, dan
program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Bantuan Hukum;

menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan
Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;

e, mengeluarkan ...



mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara
vang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mendapatkan informasi dan data lain dar Pemernintah Daerah ataupun
instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan
keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a,

(1]

mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesas
dan/atau perkaranya telah mempunyal kekuatan hukum tetap,
selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut
Surat Kuasa;

mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan
Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan  dengan
pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. menandatangani Surat Kuasa khusus;

b. mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis
kepada Bupali melalui Perangkat Daerah yang membidangi
hukum;

c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
sampai perkaranya selesai danfatau telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan vang
diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara
yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan,

e. melaksanakan Bantuan Hukum sesuail  dengan  Perjanjian
pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani;

. mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum
yvang dilaksanakan;

g. melaporkan secliap penggunaan APBD vang digunakan untuk
pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini
dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan tahapan peradilan dalam perkara pidana, perdata
kepada Bupati melalui  Perangkat Dacrah yang membidang
hukum.

(2] Pemhber



(2] Pemberi Bantuan Hukum vyang terbukt melanggar  ketentuan
schagaimana dimaksud pada ayat (1], dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi adminstratil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis,

¢c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima;
atauy
d, pemutusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenar tata cara pembenan  sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaporan pelaksanaan  tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurufl g diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk
mendapatkan Bantuan Hukum;

b. menyampaikan buktl, informasi, dan/atau keterangan perkara secara
benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;

¢. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum,; dan

d. mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang Bantuan Hukum baik
vang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah,

BAB VII

PERSYARATAN, TATA CARA PERMOHONAN
BANTUAN HUKUM DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

(1} Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan
permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada
Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:

a. lotokopi identitas diri yvang sah dan telah dilegalisir;

b, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan
Bantuan Hukum;

c. menyerahkan [otokopt atau salinan dokumen yang berkenaan
dengan perkara,

d. melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen sejenisnya
dari Lurah atau Kepala Desa; dan

e. surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau
kuasanya.

(2) Dalam ...



(2) Dalam hal Pemochon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun
permohonan secara lertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan,

(3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} harus
dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15
Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki  identitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan

Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam mempercleh surat
keterangan alamat sementara danjfatau dokumen lain dari instans vang
berwenang sesual domisili Pemberi Bantuan Hukum,

Pasal 16

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum Litigasi
mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk
mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan
Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan
Surat Keterangan Miskin.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Paspl 17

(1} Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam
waktu paling lama 1 (satu] hari kerja setelah menerima berkas
permohonan Bantuan Hukum,

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau
penalakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga} hari kerja terhitung
sejak permohonan dinvatakan lengkap.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan
schagaimana dimaksud pada ayat (2}, Pemberi Bantuan Hukum
memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari
Penerima Bantuan Hukum.

(4] Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan
Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam
jangka waktu palinglama 3 (tiga) hari Kerja terhitung sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

{1} Dalam hal persyaralan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum
belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada
pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persvaratan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat (1).

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan
Hukum harus melengkapi persvaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Apabila .....
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Apabila Pemohon Bantuan Hukum  tidak  dapat  melengkapi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan
tersebut dapat ditalak,

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 19
Dalam hal permohonan Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap. dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan
Jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum
kepada Pemohon.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan
Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa
Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permochonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan
Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 20
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban
menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2], Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan
koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja
pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Rencana kerja scbagaimana dimaksud pada avat (1) dibual dalam
bentuk Perjanjian Kerjasama.,

BAE VIII
LARANGAN

Paszal 21

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

.

menerima atay meminta pembayvaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara vang sedang
ditangani;

menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Pencrima
Bantuan Hukum; dan

melakukan rekayvasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

BAB Ix
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah bersumber dari APED.

Pasal 23 .....
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Pasal 23

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyvelenggaraan Bantuan
Hukum dalam APBD.

Pembiayaan Pemberian Bantuan Hukum oleh APBD hanya diberikan
terhadap kasus yang tidak mendapatkan sumber pembiayvaan dar
Angearan Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi
Jawa Tengah .

Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,

Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum,
Perangkat Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)
memperhitungkan perkara yang belum selesal atau belum mempunyail
kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dituangkan dalam
bentuk proposal yang dilampin permohonan dari Pe nerima Banluan
Hukum paling sedikit memuat:

g, identitas Pemberi Bantuan Hukum;

b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik vang
bersumber dari APBD; dan

¢, rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi
sesuai dengan misi dan tujuan Pembern Bantuan Hukum,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan  rencana
anggaran dan besaran anggaran Bantuan Hukum diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWABAN

Pasal 25
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemberian Bantuan
Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat
berperkara;

b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan
Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

¢. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan
Hukum vang dilaporkan oleh masyvarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan

Bupati.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pemberian  Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
dikecualikan dalam permasalahan hukum terkait dengan:

a. penvalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan

b. kejahatan terorisme yang mengancam kKeutuhan Negara hesatuan
Republik Indonesia.

BAB XlIl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang
Nomeor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAE XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 [satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali,

Ditetapkan di Bovoelal
pada tanggal 3o Aepstas 2018

BUPATI BOY ¥
4 Ghﬂhﬁx

SENO SAMODRO
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Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Sepremnec 2018

Pi. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Asisten Ad trasi Umum,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR &

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALL,

AGNES SRl BU ININGSIH
mbina
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH ( & /2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR & TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

[. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mencgaskan bahwa “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum®” Dalam negara hukum, negara mengakui dan

melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas
Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara,
khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan
sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan
melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan
akses terhadap keadilan faccess to justice) dan kesamaan di hadapan
hukum fequality before the law).

Hingga saat ini, di Kabupaten Boyolali belum ada Peraturan Dacrah
yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga
negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah
tentang Bantuan Hukum kepada Warga Miskin ini akan menjadi dasar
bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan hak
konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi
orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak
menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka
kesulitan wuntuk mengakses keadilan karena terhambat oleh
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional
mercka, Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum  Bag
Masyarakat Miskin dalam Peraturan Dacrah ini merupakan jaminan
terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di
Kabupaten Boyolali.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup,
penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara
pengajuan permchonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi,
ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

11, PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas,
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan
hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut,
benar, baik, dan tertib.

Huruf b......



Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam
hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan
perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban
menjunjung tinggi hukum.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak
asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai
manusia pribadi yvang berhak mendapatkan bantuan dan
perlindungan vang sama serta tidak memihak sesuai dengan
martabat kemanusiannya di depan hukum.

Hurul d

Yang dimaksud dengan “asas  keterbukaan" adalah
membernikan akses kepada masvarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara
konstitusional.

Huruf e

Yang  dimaksud dengan “asas  elisiensi” adalah
memaksimalkan  pemberian  Bantuan Hukum  melalui
penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf {

Yang dimaksud dengan "asas elektifitas” adalah menentukan
pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
Bantuan Hukum harus dapat dipertangpungiawabkan
kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal ©

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pa=al 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12 .....



Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas,
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas,
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas,
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